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Abstrak: Banjir menjadi bencana yang berulang setiap tahun di Kecamatan Larangan, Kota
Tangerang, sehingga komunikasi publik memegang peranan penting dalam penyampaian
informasi kepada masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan
komunikasi publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam
penanganan banijir di Kecamatan Larangan. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dengan
melibatkan 100 responden yang dipilih melalui teknik cluster sampling di empat kelurahan dengan
frekuensi banijir tertinggi. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert yang disusun
berdasarkan lima aspek kesenjangan komunikasi publik dan dianalisis secara deskriptif untuk
memperoleh nilai rata-rata setiap aspek. Hasil pengukuran diinterpretasikan menggunakan
Situational Crisis Communication Theory (SCCT) untuk memahami sejauh mana komunikasi
krisis BPBD telah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan seluruh
aspek yang diukur berada pada kategori rendah dengan nilai rata-rata berkisar antara 2,050
sampai 2,090. Aspek responsivitas memperoleh nilai terendah, sedangkan aspek partisipasi
publik memperoleh nilai tertinggi meski tetap tergolong rendah. Temuan ini mengindikasikan
bahwa BPBD Kota Tangerang telah menjalankan berbagai upaya komunikasi kebencanaan,
tetapi upaya tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sebagai komunikasi yang kredibel
dan mudah diakses. Kesenjangan komunikasi publik antara BPBD Kota Tangerang dan
masyarakat Kecamatan Larangan masih perlu diatasi melalui penguatan komunikasi yang lebih
cepat dan partisipatif dalam penanganan banjir.
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Pendahuluan

Indonesia berada pada wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi
akibat letak geografis dan iklim tropis yang dimilikinya, baik secara geologis maupun
hidrometeorologis (BNPB, 2025a). Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat
3.472 kejadian bencana sepanjang tahun 2024, dengan banjir menempati urutan
tertinggi dibandingkan jenis bencana alam lainnya (BNPB, 2025a). Kondisi tersebut
menegaskan pentingnya kesiapan sistem komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi
bencana secara terpadu, mengingat komunikasi publik berperan penting dalam
meminimalkan risiko bencana sejak fase kesiapan hingga mitigasi (Taslim dkk., 2024).
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Komunikasi kebencanaan mencakup seluruh aktivitas yang menjelaskan situasi
maupun permasalahan dalam proses penanggulangan bencana, bukan sekadar
penyampaian informasi teknis semata (Sulastri, 2023). Proses ini juga menjadi bagian
dari sistem sosial yang menuntut partisipasi instansi maupun masyarakat guna
memperkuat ketangguhan menghadapi bencana (Andung dkk., 2023). Lembaga
pemerintah dituntut menjalankan komunikasi publik yang transparan dan akuntabel agar
mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat (Herasymiuk dkk., 2020), meski
berbagai penelitian menunjukkan penerapan prinsip tersebut masih menghadapi
tantangan sehingga kesenjangan komunikasi publik dalam penanganan bencana kerap
ditemukan.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa komunikasi publik dalam penanganan
bencana masih menghadapi berbagai tantangan. Aryal dkk. (2024) menjelaskan
kesenjangan komunikasi publik masih ditemukan pada berbagai aspek layanan
pemerintah kepada masyarakat, mulai dari keterbukaan informasi hingga ruang
partisipasi publik, dan menekankan bahwa aspek tersebut perlu dikaji lebih lanjut pada
konteks organisasi publik karena setiap lembaga memiliki karakteristik komunikasi yang
berbeda. Kesenjangan komunikasi muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara
informasi yang disampaikan organisasi dan informasi yang diterima maupun dipahami
masyarakat (Fadhilah, 2025).

Grantham (2023) menambahkan bahwa komunikasi krisis yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan informasi masyarakat berpotensi menurunkan kepercayaan publik
dan meningkatkan ketidakpastian selama situasi krisis berlangsung. Temuan tersebut
menegaskan bahwa kesenjangan komunikasi publik bukan hanya persoalan
penyampaian informasi, melainkan juga faktor yang dapat memengaruhi efektivitas
penanganan bencana, khususnya pada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab
dalam komunikasi kebencanaan.

Kualitas komunikasi publik turut memengaruhi keberhasilan penanganan
bencana. Mucharam (2022) menjelaskan bahwa komunikasi publik yang efektif
dibangun melalui penyampaian informasi yang jelas dan konsisten sehingga mampu
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selakovi¢ (2025)
menemukan bahwa komunikasi krisis yang proaktif mampu mempercepat pemulihan
pasca bencana karena masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat,
sementara Bariyah dan Mukoyimah (2023) menunjukkan bahwa komunikasi publik yang
melibatkan masyarakat secara aktif dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat
dalam menghadapi bencana. Ketiga temuan tersebut memperlihatkan bahwa
keberhasilan komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi,
tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun komunikasi yang dipercaya dan
dipahami masyarakat.

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) banyak digunakan sebagai
landasan analisis untuk memahami bagaimana organisasi membangun komunikasi
yang efektif selama situasi krisis. Grantham (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan
komunikasi krisis dipengaruhi oleh kemampuan organisasi membangun kredibilitas serta
memberikan respons komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan publik. Chunxia dkk.
(2022) menunjukkan bahwa SCCT relevan diterapkan pada organisasi sektor publik
karena mampu menjelaskan hubungan antara strategi komunikasi organisasi dan
kepercayaan masyarakat selama situasi krisis. Keterbatasan komunikasi pemerintah
dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan banjir dapat menghambat
efektivitas penanggulangan bencana (Karomah dan Apriliani, 2021), meski penelitian
tersebut masih berfokus pada strategi komunikasi organisasi dan belum banyak
menjelaskan bagaimana kesenjangan komunikasi dipersepsikan oleh masyarakat
sebagai penerima informasi. SCCT karena itu dipandang relevan sebagai landasan

212



Jurnal limiah IPS dan Humaniora (JIIH)
Volume 4 Number 3 (2026)

teoritis penelitian ini untuk menganalisis kesenjangan komunikasi publik pada
penanganan banijir.

Banjir merupakan bencana hidrometeorologis yang secara konsisten menjadi
ancaman utama dengan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Data Buku Bencana
BNPB mencatat 121 kejadian banjir atau 58% dari seluruh bencana nasional dengan
73.316 unit rumah terendam akibat banjir pada Mei 2025 (BNPB, 2025a) sedangkan
kerugian akibat banjir di Jabodetabek mencapai lebih dari Rp1,6 triliun dengan sektor
perumahan sebagai yang paling terdampak (BNPB, 2025b). Banjir tidak hanya
mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga menguji kesiapan strategi
komunikasi publik lembaga pemerintah dalam merespons situasi krisis (Rohman dkk.,
2024). Penelitian mengenai penerimaan peringatan banjir di Kelantan, Malaysia
menunjukkan lebih dari separuh responden menerima peringatan melalui televisi dan
media publik, tetapi hanya sebagian kecil yang menindaklanjuti dengan evakuasi
(Yaacob dkk., 2025), sehingga kejelasan isi pesan dan saluran penyampaian informasi
menjadi penentu pemahaman makna yang tepat bagi masyarakat. Kecepatan informasi
yang diberikan juga perlu ditingkatkan, tidak hanya melalui optimalisasi kanal digital,
tetapi juga melalui kesesuaian pesan dengan persepsi publik (Muthia dkk., 2024)

Kota Tangerang termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan banijir
tinggi. Sungai Cisadane melintasi kota ini dengan topografi yang relatif rendah dan
kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga banijir hampir terjadi setiap tahun (BPS Kota
Tangerang, 2025b). Kecamatan Larangan menjadi salah satu kawasan yang paling
sering terdampak banjir di antara seluruh wilayah Kota Tangerang, dengan 214 titik
banjir tercatat dalam lima tahun terakhir (Satu Peta Kota Tangerang, 2025). Sebelas dari
tujuh belas titik banjir di Kota Tangerang pada April 2025 terjadi di wilayah ini dan
menyebabkan puluhan kepala keluarga mengungsi (Kompas.com, 2021). Rangkaian
peristiwa tersebut menunjukkan Kecamatan Larangan sebagai wilayah rawan banijir
yang membutuhkan strategi komunikasi publik lebih efektif dan responsif dari BPBD.

BPBD Kota Tangerang selaku lembaga yang bertanggung jawab langsung
terhadap penanggulangan bencana di tingkat daerah memiliki peran penting dalam
penyebaran informasi serta pelaksanaan mitigasi bencana kepada masyarakat. Upaya
peningkatan kesiapsiagaan banjir dilakukan antara lain melalui pembentukan Kelurahan
Tangguh Bencana dan monitoring rutin Daerah Aliran Sungai yang melintasi Kecamatan
Larangan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, 2024). Saluran
digital seperti Instagram dan situs resmi turut dimanfaatkan sebagai media komunikasi
yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung cepat dan menjangkau
masyarakat luas (Harahap, 2024). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh
mana pemanfaatan saluran digital tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan
warga di daerah rawan banijir.

Penelitian Bukar dkk. (2022) menunjukkan bahwa komunikasi krisis berbasis
media sosial dapat meningkatkan ketahanan publik melalui pesan yang interaktif, tetapi
belum membahas kesenjangan komunikasi dari sudut penerimaan masyarakat terhadap
lembaga pemerintah dalam konteks banjir lokal. Athallah (2025) menemukan bahwa
BPBD telah menggunakan berbagai strategi komunikasi banjir, namun belum
memperhatikan kesenjangan pesan dari perspektif penerimaan masyarakat, sedangkan
Yiswana (2024) menegaskan bahwa hambatan komunikasi lembaga penanggulangan
bencana kerap berasal dari rendahnya literasi teknologi dan kualitas pesan. Penelitian
tersebut masih berfokus pada strategi komunikasi organisasi sehingga belum
menggambarkan bagaimana komunikasi dipersepsikan masyarakat sebagai penerima
informasi, khususnya dalam bentuk kesenjangan komunikasi publik pada penanganan
banjir. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut melalui pendekatan kuantitatif
deskriptif yang berfokus pada isi pesan dan persepsi masyarakat terhadap komunikasi
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publik yang dijalankan lembaga, guna menggambarkan sejauh mana kesesuaian antara
pesan yang disampaikan BPBD dan pemahaman masyarakat terdampak.

Metode

Desain

Penelitian ini  menggunakan pendekatan kuantitatif = deskriptif = untuk
menggambarkan kesenjangan komunikasi publik Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam penanganan banjir di Kecamatan Larangan.
Pendekatan kuantitatif menekankan pengolahan data numerik melalui metode statistik
(Sudaryana & Agusiady, 2022), sedangkan pendekatan deskriptif bertujuan
menggambarkan suatu fenomena secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh
dari subjek penelitian (Tampubolon, 2023). Penelitian ini bersifat univariat karena hanya
menganalisis satu variabel, yaitu kesenjangan komunikasi publik, yang dioperasionalkan
melalui lima aspek yang diadaptasi dari kerangka Aryal dkk. (2024). Hasil analisis
deskriptif pada kelima aspek tersebut selanjutnya diinterpretasikan menggunakan
Situational Crisis Communication Theory (SCCT) untuk melihat sejauh mana
implementasi komunikasi krisis BPBD mencerminkan kredibilitas, pengelolaan, dan
tanggung jawab komunikasi krisis sebagaimana dikemukakan oleh (Coombs, 2022).
Populasi

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Larangan, Kota Tangerang,
yang berjumlah 157.233 jiwa dan tersebar pada delapan kelurahan (BPS Kota
Tangerang, 2025a) Sampel penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan wilayah
yang memiliki frekuensi banjir berulang tertinggi, yaitu Kelurahan Larangan Utara,
Larangan Selatan, Gaga, dan Kreo Selatan, dengan total penduduk sebesar 88.774 jiwa
(Satu Peta Kota Tangerang, 2025). Teknik cluster sampling digunakan karena populasi
penelitian tersebar pada beberapa kelurahan dengan karakteristik dan tingkat
kerawanan banjir yang berbeda. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin
dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden yang kemudian
dialokasikan secara proporsional pada setiap kelurahan melalui teknik proportionate
random sampling. Pemilihan responden pada masing-masing kelurahan dilakukan
secara acak dengan kriteria penyaringan berupa pengalaman menghadapi banijir
berulang di wilayah tempat tinggal, agar persepsi yang diukur benar-benar berasal dari
pengalaman langsung responden terhadap komunikasi publik BPBD Kota Tangerang.
Instrumen

Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert yang disusun
berdasarkan indikator Situational Crisis Communication Theory yang dikembangkan
oleh (Coombs, 2022). Kuesioner terdiri atas 30 pernyataan yang mewakili lima aspek
kesenjangan komunikasi publik yang diadaptasi dari Aryal dkk. (2024) sebagai berikut;
(1) Transparansi informasi, (2) Relevansi informasi, (3) Aksesibilitas komunikasi, (4)
Responsivitas, dan (5) Partisipasi publik. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala
ordinal lima tingkat, mulai dari Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju, yang mampu
menunjukkan posisi relatif jawaban responden tanpa menetapkan jarak pasti antar
pilihan (Rosyidah dan Fijra, 2021).
Prosedur

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan
Google Form kepada 100 responden yang telah memenuhi kriteria penelitian. Data
sekunder diperoleh melalui laporan kinerja dan dokumentasi resmi BPBD Kota
Tangerang yang relevan dengan fokus penelitian. Skor jawaban responden diolah untuk
memperoleh nilai rata-rata setiap indikator dan aspek, dengan asumsi semakin rendah
skor yang diperoleh maka semakin besar indikasi kesenjangan komunikasi publik yang
dirasakan masyarakat.
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Analisis Data

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan program SPSS
untuk menggambarkan kecenderungan persepsi masyarakat terhadap komunikasi
publik BPBD Kota Tangerang. Analisis dilakukan melalui penghitungan frekuensi
jawaban dan nilai rata-rata setiap indikator, yang menjadi dasar penentuan skor total
variabel penelitian. Nilai rata-rata kemudian dikategorikan menggunakan tabel interval
berikut;

Tabel 1. Kategori Interpretasi Rata-Rata

Rentang Nilai Rata-Rata Kategori Penilaian
1,00-1,80 Sangat Rendah
1,81-2,60 Rendah
2,61-3,40 Sedang
3,41-4,20 Tinggi
4,21-5,00 Sangat Tinggi

Sumber: Penulis

Kategori tersebut menjadi pedoman interpretasi kecenderungan persepsi responden
dan selanjutnya dikaitkan dengan SCCT untuk menjelaskan bagaimana implementasi
komunikasi krisis BPBD dipersepsikan masyarakat Kecamatan Larangan dalam
penanganan banijir. Implementasi komunikasi krisis yang belum mencerminkan dimensi
SCCT diinterpretasikan sebagai adanya kesenjangan komunikasi publik antara BPBD
Kota Tangerang dan masyarakat Kecamatan Larangan.

Hasil & Pembahasan

Hasil

Penelitian ini melibatkan 100 responden dari empat kelurahan dengan frekuensi
banjir berulang tertinggi di Kecamatan Larangan, yaitu Larangan Utara, Larangan
Selatan, Gaga, dan Kreo Selatan. Responden penelitian didominasi oleh perempuan
sebanyak 66 orang, sedangkan responden laki-laki berjumlah 34 orang. Sebaran usia
responden didominasi oleh kelompok produktif pada rentang 18 sampai 23 tahun
sebanyak 40%, diikuti rentang 24 sampai 29 tahun sebanyak 25%. Sebanyak 74%
responden menyatakan pernah menerima informasi penanganan banijir dari BPBD Kota
Tangerang, sedangkan 26% sisanya mengaku belum pernah menerima informasi
tersebut. Mayoritas responden juga pernah mengalami banjir berulang di tempat
tinggalnya, dengan 32% mengalami satu sampai dua kejadian banijir dalam setahun dan
31% mengalami tiga sampai lima kejadian. Pengetahuan responden mengenai lembaga
yang bertanggung jawab dalam penanganan banijir turut bervariasi. BPBD Kota
Tangerang menjadi jawaban terbanyak dengan 30%, tetapi sebagian responden lain
masih meyakini bahwa tanggung jawab tersebut berada pada aparat wilayah setempat
atau dinas lain di luar BPBD, sehingga pemahaman masyarakat mengenai peran BPBD
belum sepenuhnya seragam.

Distribusi jawaban terhadap 30 pernyataan dalam kuesioner menunjukkan
kecenderungan yang serupa pada seluruh aspek yang diukur. Kategori Tidak Setuju
menjadi jawaban yang paling banyak dipilih responden pada seluruh aspek, dengan
persentase berkisar antara 39,5% sampai 44,1%, diikuti kategori Sangat Tidak Setuju
pada kisaran 33,1% sampai 36,5%. Kategori Netral hingga Sangat Setuju memperoleh
persentase yang jauh lebih rendah pada seluruh aspek penelitian, sehingga sebagian
besar responden belum memberikan penilaian positif terhadap komunikasi publik yang
dilakukan BPBD Kota Tangerang. Nilai rata-rata pada tiap aspek yang diuji mendapatkan
hasil sebagai berikut;
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Mean Tiap Aspek

Transparansi Informasi  p 2,075
Relevansi Informasi  p— 2,078
Aksesibilitas Komunikasi  ps 2,056
Responsivitas 2,05
Partisipasi Publik s 7 09

1152253354455
Skala Nilai Mean

Gambar 1. Nilai Rata-Rata Jawaban Responden Berdasarkan Aspek
Sumber: Penulis

Gambar 1 menunjukkan bahwa seluruh aspek kesenjangan komunikasi publik
berada pada kategori rendah dengan nilai rata-rata pada rentang 2,050 sampai 2,090.
Aspek partisipasi publik memperoleh nilai tertinggi, sedangkan aspek responsivitas
memperoleh nilai terendah di antara kelima aspek yang diukur. Selisih nilai rata-rata
antar aspek relatif kecil sehingga persepsi responden terhadap kelima aspek cenderung
konsisten dan tidak ada satu aspek pun yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan aspek
lainnya. Skor total variabel kesenjangan komunikasi publik memperlihatkan nilai
minimum sebesar 37,00 dan nilai maksimum sebesar 150,00, dengan nilai rata-rata
62,10 serta standar deviasi 28,68. Nilai tersebut menguatkan temuan bahwa tingkat
kesenjangan komunikasi publik BPBD Kota Tangerang secara keseluruhan masih
berada pada kategori rendah, sementara variasi skor antar responden menunjukkan
perbedaan pengalaman dalam menerima komunikasi publik tanpa mengubah
kecenderungan penilaian yang serupa.

Pembahasan

Situational Crisis Communication Theory menjelaskan bahwa keberhasilan
komunikasi krisis dipengaruhi oleh kemampuan organisasi membangun kredibilitas
melalui penyampaian informasi yang jelas dan konsisten sehingga mampu mengurangi
ketidakpastian yang dirasakan masyarakat (Coombs, 2022). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kredibilitas komunikasi BPBD Kota Tangerang belum terbentuk
secara optimal. Aspek transparansi informasi memperoleh nilai rata-rata 2,075,
sedangkan aspek relevansi informasi memperoleh nilai 2,078, yang keduanya berada
pada kategori rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kecamatan
Larangan belum sepenuhnya merasakan keterbukaan informasi maupun kesesuaian
pesan BPBD dengan kebutuhan mereka selama penanganan banijir. Hasil wawancara
memperlihatkan bahwa BPBD sebenarnya telah memanfaatkan berbagai media
komunikasi untuk menyampaikan informasi kebencanaan, antara lain sebagai berikut;
(1) Media sosial Instagram dan situs resmi BPBD, (2) Layanan darurat 112 dan aplikasi
Sipantau, (3) Koordinasi dengan BMKG dan pemerintah kelurahan, (4) Jaringan relawan
kebencanaan dan media massa lokal.

Pengembangan Early Warning System berbasis notifikasi juga tengah dilakukan
untuk mempercepat penyampaian informasi ke wilayah rawan banjir (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, 2026). Ketersediaan berbagai
saluran tersebut ternyata belum otomatis membentuk persepsi transparan di kalangan
masyarakat, sehingga kesenjangan pada aspek ini tampak terletak bukan pada
ketersediaan saluran komunikasi, melainkan pada kemampuan informasi yang
disampaikan untuk benar-benar menjangkau dan dipahami masyarakat. Sebanyak 26%
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responden bahkan mengaku belum pernah menerima informasi penanganan banjir dari
BPBD, yang memperkuat indikasi bahwa transparansi informasi belum dirasakan secara
merata oleh seluruh masyarakat di wilayah penelitian.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Santika dan Sjafari (2025) yang
menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi kebencanaan BPBD Kota Tangerang
masih menghadapi kendala, salah satunya karena kegiatan sosialisasi lebih banyak
dilakukan atas permintaan masyarakat sehingga belum seluruh warga memperoleh
kesempatan yang sama untuk menerima informasi. Kesenjangan pada aspek relevansi
informasi turut menunjukkan pola serupa. BPBD telah melakukan pemantauan kondisi
cuaca melalui BMKG dan memonitor perkembangan banjir di lapangan sebelum
menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi informasi yang bersifat umum dan
belum menggambarkan kondisi spesifik di wilayah terdampak membuat manfaatnya
belum sepenuhnya dirasakan warga. Kredibilitas komunikasi krisis BPBD karena itu
masih perlu diperkuat melalui penyampaian informasi yang lebih spesifik sesuai kondisi
wilayah dan pembaruan informasi secara konsisten, agar mampu mengurangi
ketidakpastian masyarakat selama penanganan banijir.

SCCT juga menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi krisis ditentukan oleh
kemampuan organisasi mengelola proses penyampaian informasi agar dapat diterima
masyarakat secara tepat waktu melalui saluran yang sesuai (Coombs, 2022). Aspek
aksesibilitas komunikasi dalam penelitian ini memperoleh nilai rata-rata 2,056 dan
berada pada kategori rendah, yang menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan
Larangan masih mengalami kesulitan memperoleh informasi penanganan banjir melalui
saluran yang disediakan BPBD Kota Tangerang. Berbagai saluran komunikasi yang
telah dimiliki BPBD belum sepenuhnya dikenali dan dimanfaatkan oleh masyarakat
setempat. Penelitian Santika dan Sjafari (2025) memperkuat temuan ini dengan
menjelaskan bahwa BPBD telah memanfaatkan berbagai media komunikasi dalam
penyebaran informasi kebencanaan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala
terutama dalam menjangkau masyarakat secara merata. Penyediaan media komunikasi
yang beragam ternyata belum secara otomatis menjamin masyarakat dapat mengakses
informasi yang dibutuhkan, sehingga pengelolaan komunikasi krisis BPBD masih perlu
diarahkan pada evaluasi efektivitas saluran yang digunakan dan perluasan sosialisasi
mengenai media komunikasi resmi hingga tingkat lingkungan masyarakat.

Dimensi tanggung jawab komunikasi krisis dalam SCCT menuntut organisasi
memberikan respons yang cepat dan jelas, sekaligus membangun komunikasi dua arah
yang melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (Coombs, 2022). Aspek
responsivitas memperoleh nilai rata-rata 2,050, nilai terendah di antara kelima aspek
yang diteliti, sehingga masyarakat Kecamatan Larangan paling banyak merasakan
kesenjangan pada kemampuan BPBD memberikan respons komunikasi selama
penanganan banjir. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPBD sebenarnya telah
menjalankan pemantauan kondisi banjir selama 24 jam melalui Pusat Pengendalian
Operasi Penanggulangan Bencana dan menjadikan laporan masyarakat sebagai dasar
penentuan langkah penanganan di lapangan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Tangerang, 2026). Mekanisme respons operasional tersebut belum sepenuhnya
diikuti oleh respons komunikasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga
kepastian dan kecepatan informasi selama banjir berlangsung masih dinilai kurang.

Aspek partisipasi publik memperoleh nilai rata-rata 2,090, tertinggi di antara kelima
aspek meski tetap tergolong rendah. BPBD telah mengembangkan sejumlah bentuk
pemberdayaan masyarakat, seperti program Kelurahan Tangguh Bencana dan
pelibatan relawan kebencanaan, untuk mendukung penyebaran informasi dan
penanganan banjir (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, 2026).
Program tersebut menunjukkan bahwa ruang partisipasi sudah tersedia secara
struktural, tetapi pemanfaatannya sebagai komunikasi dua arah belum sepenuhnya
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dirasakan masyarakat. Keterlibatan warga masih lebih banyak terjadi pada tataran
program dibandingkan berkembang menjadi mekanisme pelaporan dan umpan balik
yang berkelanjutan. Penguatan forum komunikasi bersama masyarakat serta
optimalisasi peran Kelurahan Tangguh Bencana dan relawan sebagai penghubung
informasi dapat menjadi langkah yang memperkuat tanggung jawab komunikasi krisis
BPBD ke depan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
komunikasi krisis tidak selalu menghasilkan persepsi yang sama pada masyarakat
sebagai penerima informasi. Keberhasilan komunikasi krisis tidak cukup diukur dari
banyaknya media komunikasi maupun program sosialisasi yang telah dilaksanakan
organisasi, melainkan juga dari sejauh mana informasi tersebut dipahami dan dirasakan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat menghadapi bencana. Pandangan ini tidak
sepenuhnya sejalan dengan penelitian Chunxia dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa
penerapan strategi komunikasi krisis mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap
organisasi, maupun penelitian Santika dan Sjafari (2025) yang menjelaskan bahwa
BPBD Kota Tangerang telah mengimplementasikan berbagai strategi komunikasi
melalui media sosial dan koordinasi lintas instansi. Perbedaan ini kemungkinan muncul
karena kedua penelitian tersebut mengevaluasi komunikasi krisis dari sudut pandang
organisasi, sedangkan penelitian ini menempatkan persepsi masyarakat sebagai dasar
analisis, sehingga interpretasi yang dihasilkan perlu dipahami sebagai salah satu
kemungkinan penjelasan dan bukan satu-satunya bentuk evaluasi terhadap komunikasi
krisis BPBD Kota Tangerang.

Aryal dkk. (2024) dan Grantham (2023) turut menegaskan bahwa komunikasi
publik yang efektif dalam penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari tersedianya
informasi, tetapi juga dari kemampuan informasi tersebut menjawab kebutuhan
masyarakat. Persepsi masyarakat Kecamatan Larangan yang tetap berada pada
kategori rendah pada seluruh aspek memperkuat pandangan tersebut, meski penelitian
ini belum menganalisis secara langsung faktor lain di luar SCCT, seperti pengalaman
menghadapi banjir dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah daerah, yang turut
berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa SCCT
berperan sebagai salah satu perspektif yang relevan untuk menafsirkan kesenjangan
komunikasi publik dalam penelitian ini, tetapi belum dapat dipandang sebagai satu-
satunya pendekatan yang menjelaskan seluruh dinamika di baliknya, sehingga kajian
mengenai kesenjangan komunikasi publik pada konteks kebencanaan lain masih
terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi publik antara
BPBD Kota Tangerang dan masyarakat Kecamatan Larangan dalam penanganan banjir.
Seluruh aspek yang diteliti, mulai dari transparansi informasi hingga partisipasi publik,
berada pada kategori rendah dengan nilai rata-rata pada rentang 2,050 sampai 2,090,
sehingga implementasi komunikasi krisis BPBD dinilai belum sepenuhnya memenubhi
kebutuhan informasi masyarakat selama situasi banjir. Analisis berdasarkan Situational
Crisis Communication Theory memperlihatkan bahwa kesenjangan tersebut terjadi pada
ketiga dimensi komunikasi krisis yang menjadi fokus penelitian ini. Kredibilitas
komunikasi krisis belum terbentuk optimal karena informasi yang disampaikan belum
sepenuhnya membangun kepercayaan masyarakat. Pengelolaan komunikasi krisis juga
belum berjalan optimal karena penyebaran informasi belum menjangkau masyarakat
secara merata, sedangkan tanggung jawab komunikasi krisis masih memerlukan
penguatan agar BPBD mampu memberikan respons yang cepat dan mendorong
keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa
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kesenjangan komunikasi publik bukan disebabkan oleh ketiadaan upaya komunikasi
BPBD Kota Tangerang, melainkan karena implementasi komunikasi krisis belum
sepenuhnya mampu membangun kredibilitas, mengelola penyampaian informasi secara
efektif, dan memenuhi tanggung jawab komunikasi kepada masyarakat. Penguatan
komunikasi yang lebih cepat dan partisipatif diharapkan mampu mengurangi
kesenjangan komunikasi publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
Kecamatan Larangan terhadap BPBD Kota Tangerang dalam penanganan banijir ke
depan.
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